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) i_ '_sehmggamehpu‘h berbagalmacambidangusah&

Akantetapi daiam beberapa b1dang usaha, un‘tuk dapat mempemleh 1jm
berusaha, peramran perundangan mensyaratkan bahwa maksud dan tujuan
suatu perseroan terbatas tidak boleh dicampur dengan bldang uszha yang lain,
yang mengaklbatkan bahwa maksud dan tujuan perseroan terbatas tersebut

yang diuraikan dalam anggaran dasamya hanyalah dalam satu bldang usaha

tertentu itasajal o

' Contoh dari perseroan terbatas yang diwajibkan untuk berusaha dalam
bidang terientu adalah perseroan terbatas yang berusaha dalam bidang
perbankan, asuransi, sekuritas, pariwisata, perfilman danmasih beberapa bidang
tertentu lainnya. Juga perseroan terbatas yang berstatus sebagai “penanaman
modal asing” hanya boleh berusaha dalam bidang tertentir yang diuraikan dalam
surat ijin Badan Koordinasi Penanaman Modal. & °

Di lain pihak, selaku praktisi hukum, kita sering menghadapi atau melihat
bahwa suatu perseroan terbatas yang kebetulan anggaran dasarnya hanya
memuat suatu atan beberapa bidang usaha tertentuhendak melakukan transaksi
dalam bidang usaha yang dalam anggaran dasarnya tidak disebut sebagal maksud
dan tujuannya.

Kemudian, sejak tahun tujuh puluben, seiring dengan masuknya penanaman
meodal asing dari perusahaan-perusahaan yang menganut sistira hukum “common
Jaw”, terutama sehubungan dengan transaksi pemberian jaminan (baik secara
kontraktual maupun secara kebendaan) yang dilakukan oleh pihak ketiga,

! “Tyjuan” inti atan sehenamya suatu perseroan terbatas adalah untuk meacari faba untuk kepentingan
para pemegang sahamnaya. “Maksud dan fujuan” yang disebus delam anggaran dasar sebenamya adalah
bidang usaha atau pekeriaen {werkzaamheden) yang aken dijalankan oleh perseroan terbatas untuk
mencapai tujuan sebenarnya perseroan terbatas tersebut. Untulk keseragaman, dalam makalah ini, arti
istilah “tujuan” atas “maksud dan tujuan” adalah maksud dan twjuan yang divraikan dalam anggaran
dasar. Jika yang dimaksud adalah tujvan akhir atau sebenarnya suatu perseroan terbatas, maka akan
digunakan istilah “tujuan sebenarnya”.
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- ..pampm}c:i}s,i hukmn sering mendapat pertanyaan mengenai masaiah“}s:epen‘imgan

‘persercan’”’ (wrpm‘ate mteresé: ai'au corparate ’i}ensﬁt) dalam ﬁansaksx—transakﬁ '

demﬂqm

Dalam smi:;m hukum common law, mengenai tindakan yang berada chluar _

”maksud dan tujuan yang divratkan dalam anggamﬂ dasar diatur dalam suatu

. -agaramdokmn yang di namakan “dokirin uliza vires”, yang semula merupakan
~hukum tidak iermhs atau huiam y&mspmd%; akan %eta};n kemudaan diatur dalam -

b'-__hukum_mmlhs i

Rancangan Undang-Undang tentang Persercan Terbatas yang baru yang
sekarang sedang chsusun (seianjutnya disebut “RUU Perubahan”}

Tu}uan makaiahmz adalahuntik memberiken masukdean inforrmasi mmgm

halmhal yang mengenai aiau berkaitan dengan “ulira vires”, dengan harapan
bahwa masukan informasi tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan bagz

para perancang RUU Perubahan dalam pengambilan kepuiusan.

Dalammakalah ini, akan dibahas secara singkat mengenai:

{a) pengertian istilah “ul’ira vires” serta problematik yang berkaitan dcngan
tindakan “ultra vires’ :

(b) (untuk “backgmund” dan bahan perbandingan) pengaturan mengena.z
dolirin ini dibeberapa sistim hukum, dan

(¢} pengaturan tentang maksud dan tujuan seria kepentingan perseroan menurut
KUHDagang, U2 PT dan RUU Perubahan,

. DOKTRINULTRAY
1. Axtiistilah “ultra vires™

Secara tata bahasa, “ulira  berarti di luar, sedangkan “vires” berarti
dm)

* Demikian pula :

- Amiul Pariomuan Pohan, dalam Ringkagan Disertasi Menyibak Kemandirian Perseroan Terbatas,
2003 (selanjutnya disebut “AP Pohan 20037) halaman 22;

- Misahardi Wilamarta, dalam Hak Pemegang Saham Minoritas Dalam Rangka Good Corporate

Governance, 2002 (selanjntnya disgbut “Misahardi 2002™), halaman 268,

Istilah “ulira vires” merupakan istilah Latin vang digunakan dalam kepusmkaan hukum “common

law™. Di Indonesia, sehagai pengaruh dart hukum “common law” istilah ini digunakan dalam kepustakazn

hukum yang baru-baru, antara lain dalam:

1. AP Pohan 2003, halamas 21 dan seterusnya, dan

2. Misahardi 2002, hataman 262 dan seterusnyz.

Kebpnyskan kepusizkaan ifmu hukum Belanda tidak menggunakan istilah “ultra vires”, skan tetapi
menggunakan istilah “doeloverschrijding”.

3
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kewenangaﬂ. Dalammnupengetahuanhukim “lira vires %erarﬁﬁndakanyang”

dilakukan oleh suatu badan hukum {dalam halini perseroan terbatas)yang

'beradadlluartq}uan (dankarenaxtudx luarkewenangan)badanhukmntersebnt o,

Dokmn“a.ﬂira mes”adalahsuam doktzme (agamn)dalamzknu pengetahuan _' o

- hukum yang menyatakanbahwa suatu pemeroan tidak berhak untuk melakukan .
ada di luar tu}uan perseroan tersebut yang dxuralkan

: Akan ztapxperu ahanterse?iut t1dakdapatberlaku sm'ui:‘s R

2. thﬁemank%’amg Berkaimn Bengan 'E'meiakan “Efitm Vm‘es”

3 1ka daiam suam srstzm hukum dﬁentukan bahwa dokumen pembentukan
© atan anggaran dasar suatu badan hukum memuat uraian tentang maksud dan
tujuan badan hukum maka akan timbul pertanyaan apa akibatnya jika badan
hukum tersebut melakukan i‘mdakan yang berada di luar maksud dan tujuan
yang dmyatakan dalam dokumen pembennﬁ{em atan anggaran dasarnya ?

Selanjutnya, jika diputuskan untuk memberi sanksi tethadap tindakan “ultra
vires”, maka perlu juga dijawab pertanyaan-pertanyaan lanjutan sebagai berikut:
(2) hingga batas manakah suatu tindakan dapat dikualifikasi sebagai “ultra

- yires”? Khususnya dalam hal ini adalah apakah suatu tindakan yang
bertentangan dengan kepentingan perseroan serta merta merupakan suatu
~ultra vires ?
(b) bagaimana perlindungan pihak ketiga yang beritikad baik terhadap tindakan
perseroan yang “ultra vires” ?

Di bawah ini, kami mencoba memberikan gambaran secara singkat

mengenai permasalahan di atas dalam beberapa sistim hukum.,

3. Dilnggris

A. Timbulnya Doktrin.
Di Inggris, maksud dan tujuan perseroan wajib disebutkan dalam

4 Lihat uraian yzng sama atau hampir sama dalam :

(a) A. PPohan 2003 halaman 21;

(b) Misahardi 2002, halaman 262

() Th Groenewald, Doelloverschrijding bii Nv en BV, 2001 selanjuinya disebut “Groenewald 20017 J, hataman 4

$ Disamping foot note nomor 4, lihat juga Walter Woon, “Company Law”, second edition, tahun 2003
(selanjutnya disebut “W. Woon 2003”), halaman 104

¢ Lihat juga MC Oliver: “Company Law”, edisi kelima, tahun 1976 (selanjutnya disebut “MC Oliver-
1975™), halaman 23,
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' Ww SH0ME : Vel 180, 4~Desember 2004 -
G memorandum of assomaﬁon {akta pendirian) suatu perseman 5.
.. Hinggasaat ini, kewajzbanzm masihberlaku,”. " ..
. Pertanyaan mengenai sanksi tethadap dﬂakukazmya nndakan yaﬂg “ul-..-__;.
. tavires” dijawab daiamtahun 1875 dalmnkcpmusanper}{azaAshbury

o '-:'-'_-_Raﬂway Carriage & Tron Company v Riche. - -
 Dalam perkara iersebut hakim menyatakan bahwa fimdakan y_ang:___f
U dilakukandi Iuar maksud dan tujuan perseroan yang dinyatakan dalam
AL memoraadmn of association adalah batal (void) karena berada dl ".%.ua_rj 3
kewe énganbadanhukum yang bersanglutan,® -
- Justifikasi- terhadap dokinn tersebut adalah unuﬂq membenkan_] '
' p@rhndungan kepada para pemegang saham dan para kreditor perseman '
. Sebelum tahun 1970 tidak dibuat pembedaan antara tindekan yang .

“ uitfa vires” dan tindakan yang bertentangan dengan kepentingan
 perseroan. A}aantetapl sejak tahun 1970, dalam keputusan beberapa_
. perkara, tindakan yang termasuk dalam maksud dan tujuan perseroan

'_ akan tetap1 bertentangan dengan kcpentmgan perseroan tidak }agz'

* dikualifikasi sebagai tindakan “ulira vires” akan tetapi dmya‘takan
sebagal pérsoalan kewenangan dareks;, yakni pelanggaraﬁ terhadap"

- didueiary duties direksi.? '

B. Pengaturan Dalam Tahun 1985
- Olehkarena doktrin “ulira vires” dianggap tidak memberikan kepastian

‘hukum kepada pihak ketiga dan juga dalam rangka masuknya Inggris

ke dalam negara-negara Komunitas Eropa, maka dalam tahun 19389

dibuat perubahan-perubahan pada Companies Act 1985 untuk

“melunakkan” berlakunya doktrin ini. Perubahan-perubahan tersebut,

antara lain, adalah sebagai berikut ;

1. kekuatan eksternal doktrin “ultra vires” dihapus, akan tetapi
pemegang saham masih diberi hak untuk mencegah dilakukannya -
tindakan yang akan dilakukan oleh Direksi, jika tindakan tersebut
bersifat “ultra vires™;

2. diberikan perlindungan kepada pihak ketiga yang beritikad baik;
dokdrin “constructive notice™ (yang menentukan bahwa orang
dianggap mengetahui isi memorandum of association), karena
dianggap menghambat perlindungan pihak ketiga yang beritikad
baik, dihapus.

Cad

* Section 2 {1} {¢) Companies Act 1983
¢ Lihat Groenewald 2001, halaman 29.
?  Groenewald 2003, halaman 30-31 dan halaman 58. Demikian pula W.Woon 2003, halaman 293.
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pémesAct}%S o o

.4.;_ @nﬁmsn‘aha

DiAustraha, Cﬂrpﬁrations Act 2001 tidak mensyamﬁ;an adanya u:azan. o

......

B mengenaa mjuan perseroan. daiam_ memorandum of association,!! Unmk
- perseroan yang memorandun g 's'oczatmmya mengurajkantujuan perseroan,

o berdasazkan Se:ctton 125 Corporauons Act 200 ¥ tersebut dektrm “ultra vires™

Jlka dﬂalml@n suafi undakan yangberada dl luar mjuan Persercan, maka
hal 1i’u dxanggap sebagm p@langgaran terhadap kewa_; iban Direksi (company’s
dlI‘ECi'OI‘ breach of duty)‘2 :

5 Bi Smgapura

: D1 Smgaputa, Sectlon 25 ayat 1 jugatelah menghapus dokinn“tﬂtra vires”,
alean tetapi sepanjang tindakan telah dilakukan. Untuk tindakan yang mamh
belum dilakukan, pemegang saham {member) atan kreditor(debenture holder)
yang dijamin dengan suatu “floating charge” berhak minta kepada pengadilan
untuk meiarancr dilakukannya tindakan yang “altra vires™. 2

Dalam hal tindakan tersebut berlentangan dengan kepenﬁngan perseroa,
maka tindakan tersebut dikualifikasi sebagai tindakan yang melanggar
fiduciary duty direktur.

$. DiMegeri Belanda
(A).KUHDagang
(a) KUHD 1838
KUHDagang 1838 tidak secara fegas mensyaratkan bahwa
maksud dan tujuan suatu perseroan harus dimuat dalamn anggaran
dasar. Ayat 1 Pasal 36 KUHDagang Belanda 1838 hanya

¥ Grogngwald 2001, halaman 68 dst.

N Bahkan Comorations Act tidak mengharuskan adanya suatu constitution (yang ierdiri atas memorandum
of associaiton dan articles of association). Lihat: Phillip Lipton & Abe Herzberg, Understanding
Company Law, edisi ke-10, tahun 2001 (selanjuinya disebut “Lipton & Herzberg 20017), hataman 89.
2 Lipton & Herzberg 2001, halaman yang sama,

¥ W Woeon 2003, halaman 105 & 106,
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c =Apa yamg dlkemukakan di atas, kemungkman besa,r sekarang telah
* berubah lagi, berhubung sejak tahun 1998 Pemerinizh Inggristelah -
- mulai melakukan rencanaunm}e: membuat perombakan i‘eﬂ:adap Com- - -
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menetapkan

- De naamloze vennooischap heeft geene firina, noch draagt

- ide noam van een.of meer der vennooten, maar zij ontleent

. hare benaming alleen aan het voorwerp harer handels

onderneming. (Suatu perseroan ferbatas tidak mempunyai

nama bersama, atau menggunakaon nama salah saiu dtau

. lebih peseronya, akan telfapi hanva menggunakan rzama_
- _-:4_;;_-berdasarkan abjek perusahaan.dagangnya).

n -@?ara akhlx hukum ‘Bélanda menaf51rkan bahwa- perkataan_

SR voorwerp harer handels ondememmg” dalam ayat 1 Pasal 36

" tersebut mengindikasikan bahwa anggaran dasar perseroan
terbatas harus menyebutkan maksud dan tujnan perseroan, 1+

_ '_Kemu_dian Pasal 37 menentukan bahwa pernyataan tidak
berkeberatan terhadap akta pendirian akan diberikan jika ternyata
bahwa perseroan tidak bertentangan dengan kesusilaan baik atat
ketertiban nmum. Ketentuan inipun mengindikasikan bahwa
anggaran dasar perseroan terbatas harus memuat fujuan perseroan,
sebab untuk meneniukan apakah perseroan terbatas tidak

‘bertentangan dengan kesusilaan baik atan ketertiban umum, antara
lain, harus dilihat dari tujuan perseroantersebut. * :

Bagalmanapun, dalam prakteknya, untuk memperoleh pernyataan
tidak berkeberatan dari Departemen Kehakiman Belanda
terhadap akta pendirian atau konsep akia pendirian, dalam
anggaran dasar perseroan ferbatas selaln dinyatakan maksud dan
fujuan perseroan.'®

(b} KUHDagang 1928

Dalam tahun 1928, dilakukan perombakan terhadap peraturan

perseroan terbatas yang dimuat dalam KUHDagang 1838 dengan
membuat perubahan ternadap Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 lama.

Dalam Pasal 36c KUHDagang ditetapkan:
“De akie van oprichting vermeldt de naam, de plaats vanvestiging
en het doel der vennootschap”.(Akta pendirian harus

Y Lihat Groenewald 2001, halaman 78/79

5 Mengenai pendapat ini terhadap Pasal 37 KUHDagang Indenesia, lihat Soekardono, “Hukum
Dagang Indonesia”, jilid 1, bagian kedua, cetakan keempat, tahun 1981 (selanjufnya disebut “Sockardong
1981™), hataman 149,

% Lihat Groenewald 2001, halaman 79.
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g manyebutkan narna, tempat kedudukan da,n tu}uan perseroan} :

~ v Akan tetapi, sebagaimana halnya daiam KUHDagang 1838,
Sl daiam K.UHDagang 1928 izdak ada peraturan yang secara tegas _
mengatur akibatnya jika suatu perseroan melakukan tindakan di
lvar maksuddanmguanyang c%myatakan éala.m anggaran dasar,

(c) deakanYaugMelewaﬁTujuanPerseman o

dalam anggamn dasarmempakan batasan mengeénai kewenangan
Fi thn:eksz dalam melakukan tindakan unfuk perseroan. Dxreksz :
i perseroan tidak berwenang an‘i:uk melakukan tindakan yang -
~ berada di luar maksud dan ‘mjuan dalam anggaran dasar dan
. tindaken demikian tidak mengikat terhadap perseroan.’?
. :Terdapat pezbedam antara pendapat yangmenyatakan bahwa
- kewenangan Direksi untuk mewakili perseroan dibatasi oleh
.~ ‘maksud dan tujuan persercan (selanjutnya disebut “Doktrin
- Kewenangan Direksi”) dengan dokirin “ultra vires”.
Dalam doldrin “nltra vires”, makapada hakekatnya persercan
- tidak berwenang untuk melakukan tindakan di luar tujuannya
.. karena persercan didirikan hanya untuk fujuan yang diuraikan
'+ dalam memorandum of association, sehingga dalam hal ini
perseroan tidak mempunyai hak (tidak “rechisbeveoegd™).
Sedangkan dalam Dokirin Kewenangan Direksi masalahnya
adalah kemampuan atau wewenang Direksi dalam mewakili
perseroan, sehingga dalam hal ini Direksi tidak cakap melakukan
tindakan tersebut (tidak “handelingsbekwaam™).
Keputusan Pengadilan yang selalu disebut dalam kepustakaan
Belanda yang mendukung Dokirin Kewenangan Direksi adalah
keputusan Huiden-arrest (1928). '* Dalam perkara ini, Mahkamah
Agung Belanda menyatakan bahwa:

" Lihat anfara lain;

~ van der Heijden & van der Grinten , “Handboek Voor de Naamloze Vennootschap Naar Nederfands

Recht, cetakan kelima, 1950, halaman 82.

- H.V.ANollmar, Het Nederlands Handelsrecht, cetakan ke-8, 1953, halaman 130.
% Perkaranya adalah mengenai Direlitur snatu perseroan terbatas yang berusaha dalam bideng perkulitan
yang selama bertahun- tahun menggunskan uang perusahasn untuk melakukan transaksi spekulasi
valuta asing dengan suatu bank, Perusahaan kulit tersebut kemudian menuntut kembaki jumlah-jumlah
uang yang telah dibayarkan kepada bank berdasarkan transaksi valuta asing dengan atosan bahwa
berdasarkan tmjuan perseroan yang dimuat dalam anggaran dasarmya Direktur tersebut tidak berwenang
uniuk melakukan transeksi valuta asing {sehingga iransaksi tersebut tidak mengikat perseroan).
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{a} dengan meiakukantmdakmspehﬂaﬁp (yangﬁdaktemk
wov i dalam tujuan pelseman) Direksi telah melampani

- fkewenanbannyai.mmkmewakﬁ_ sebmggamda}{ant@r&ebui
oo sebenamyatidak mengikat, perseroan; _
" (b) akan tetapi; oleh karena dalam hal ini bank bertindak selaku
pihak yang beritikad baik (karena diberi informasi bahwa

: ma@m Let@ntmn umum dalam buﬁr (a)diatas aﬁmsampmgie:an '

M@n@eﬁaz masfdah tmdakan yan@ be;tentangan dengan
g '__-keﬂen‘émgm parseroan, perlu dissbutkan disini snatu keputusan
i Pengadilan Tinggi S—Gzavenhage i:anggai 27 Jum 1968 (Nieuw
- Evkenduynen-Arrest), :

- Ceniraal Beleggingfonds NV ada}ahpenuhk 100% saham dalam

. ‘Begraafplaats Nieuw Eykenduynen NV (“Nieuw Eykenduynen™)

© dan Invesia NV, Nieuw Eyvkenduynen memberikan hak tanggingan

- kepada bank untuk menjamin hutang Investa NV dan hutang

fersebui tidak mempunyai kaitan dengan usaba penguburan yang

- dijalankan oleh Nieuw Eykenduynen. Dalam kasus tersebut,

.- Pengadilan Tinggi membuat pertimbangan bahwa dalam hal ini

bank harus dianggap mengetahui bahwa tindakan memberikan

hak tanggungan bukanlah untuk kepentingan Nieuw
Evkenduynen.!® :

Micuw Evkenduynen arrest memimbutkan banyak diskusi dalam
kepustakaan hukumdi Belanda, Umumnya para akchit hukum tidak
sependapat dengan kepuitusan ini,

(B) BW Baru

* Dalam tahun 1976, seluruh peraturan mengenai perseroan terbaias

di negeri Belanda yang termuat dalam KUHDagang diganti das

dimuat dalam Buku 2 tentang Badan Hukum,

Dalamn Pasal 66 (untuk NV) dan Pasal 77 (untuk BV )ditentukan
balvwa dalam anggaran dasar haris disebutlkan, antara lain, fujuan/
doel perseroan.

¥ Greznewald 2001, halaman 140-141

®  Antara laln, van der Heljden/van der Grinten, dalam “Hasdbock Voor De Naamloze En Besgloten
Vennootschap”, cetakan ke-12, tahun 1992 (selanjutnya disebui “Handboek 19927), halaman 96,
yang menyatakan bahwa keputusan tersebut hanya lepat dalam hal tidak adanya hubungan sebagal
kelompok peruszhaan (grospverhonding). Jika terdapat hubungan sebagai kelompolk/group perusahaan
maka kelompok perusahan dapat dianggap sebagal suaty kesatuan skosomis.
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o Pengamran mengenai tmdakan p@rseroan yang meiampam tujuazz

. dimuat dalam bagian umum tentang badan hukum, yakni semula
L daiam Pasal 6, akan tetapi kemudzan dmbah menjadx Pagal 7,

o yang berbunyx sebagax. berikut:

- totvernietiging doen.Suaru tindakan hukum yang dilakukan

' oleh suatu badan }au?mm dapat dzbataikam Jika a’engan

findakan tersebut fujuon badan hukum tersebut dilanggar

dan pihak lewan dalom transaksi mengetahui atau tanpa

harus melaiuiam peryelidikan harus mengetahui hal tersebut;

-+ hanya badan hukum itu sqja yang berhak uniuk menuniut
pembaialan berdasarkan alasan hukum ini).

- Sistim yang dianut dalam Pasal 7 terssbut merupakan “jalan

tengah” (tussenstelsel) antara 2 sisi yang saling berseberangan

. .inengenai dokirin ultra vires (yakni pendapat bahwa dokirin

~ tersebut berlaku secara eksternal dan pendapat lain yang

" mengatakan bahwa pelanggaran terhadap tujuan perseroan

semiata-mata bevsifat internal).

- Berdasarkan ketentuan Pasal 7 BW Belanda tersebut:

() tujuan tetap menentukan kewenangan bertindak suatu
perseroan;

() akan tetapi hanya perseroan itu sendiri yangberhak untuk
menunti pembatalan tindakan vang ultra vires dan hal inipan
hanyamunglin jika pihak lawan dalam fransaksi mengetahui
atau harus dianggap mengetahui tentang ultra vires tersebut.

Ayat 2 Pasal 7 jelas bermalksud memberikan perlindungan
kepastian hukum kepada pihak kefiga yang beritikad baik.

Kelihatannya, berdasarkan ketentuan Pasal 7 BW Belanda tersebut
Dokirin Kewenangan Direlesi yang dianut pada zaman KUHDagang
telah ditinggalkan dan diganii dengan doktrin ultra vires, tetapi
yang bersifat lunak, yakni hanya diberlakukan terhadap pihak
ketiga yang mengetahui atau harus mengetahui adanya ultea vires.

2 Handbock 1992, halaman 95.

47

L “Een daor gen rechfspersaan verrzchs‘e rec}zé‘shandeimg is

g :vermengbaar indien daardoor het doel werd overschredern .
g de wederpaﬁy dit wist af ZO}”Zdé’i‘ ezgen ‘onderzoek moest -

" weten; slechts de rechispersoor ki een berogp op deze grond




-._Vos_mo 4. Desemberm )

T Akan 'ieiapi pennasalaha.n kuahﬁkaa apaka.h suatu tmdakan
= -melanggar fujuan perseman temtama mengem mdakan yang
i -%:mtentangan dengan kepenﬁngan perseroan, masihbelum jelas
‘baik di antara para akhli hukum maupun dalam junspmdensn

e -'_;?eganmanyangdlberﬂcanﬁieh_'_ hkamsh _gmgﬂeliazzdahanyaiah
- ‘bahwa dalam menentukan apakah. suaiuﬁndakan melanggar tujuzan
S pememanhams diperhatikan sermua keadaan dan uraian mengenal -
* tujuan dalam anggaran dasar bukan hal yang menentukan?

' 'ﬂmgm_demmmgamasalahmakandmmusam dasarkasus_ _

7 Bx Emﬁﬁmﬁsl&
| (A.} Kitab Undang-mda@ Hulm Dagang
. Hingga tahun 1596, undang-undang mengenai perseroan terbatas
masih tefap dnnuat dalam Pasal 36 sampai -dengan Pasal 56
 KUHDagang yang bunyinya (hampir) sama dengan Kﬁ}ﬁ)agang 1838
. yang pernzh berlaku di negeri Belanda ®
“+ Perombakan t@rhadap tndang-uodang tentang perseroan terba‘ias yang
dilakukan di negeri Belamda daiam tahun 1928 tidak dilakukan di
Indonesia.

Sama seperti di negeri B@landa

(a) praktek pendirian perseroan terbatas di Indonesia banyalk
dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan Departemen Kehakiman
yang dikeluarkan dalam rangka melakukan pengawasan preventip
‘dalam pendirian perseroan terbatas, %

(b) jugadalam KUDagang Indonesia tidak terdapat peraturan yang
secara jelas mengatur tentang sanksi terhadap tindakan yang
melanggar hujuan perseroan;

(¢ pendapatyangmengatakan bahwa fujuan persercanmerupakan batas

2 Dalam keputusan tanggal 16 Oltober 1992 (Wereld Asrest), HR memberikan pertimbangan babwa
dalam menjawab perianyaan apakah suatu tindakan tertentu melanggas tujuan perscroan harus
diperhatikan segala keadaan, Usaian dalam anggaran dasar mengenai tujuan perseroan bukan factor
yang menentukan, (Dikutip dari Groenewald 2001, halaman 158).

# Dafam tehun 1971, dengan undang-undang nomor 4 pernah dibuat perubshan terhadap pasal 54 Kitab
Undang-undang Hukum Dagang berkaitan dengan hak snara dalam Rapat Umin Pemegang Saham.

¥ Dalam tahun 1986, Dirkiorat Jendral Hukum Dan Perundangan-undangan, Depariemen Kehakiman,
menerbitkan buky Tata Cara Pendirian Perseroan Terbatas Dan Perubalian Anggaran Daszr, di mana dalam
halaman 21 diuraiken cara menguraikan maksud dan tejuan perseroan terbatas dalam anggaran dasar,
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i (Dokirm Kewenangan Dzreksa) _]uga beﬂaku ch Indon631a,25 '

(B) Undang—mdaﬂg?'l’ B ' L

___;_.Undang2 neMOoT - tahun 1995 (“UZ PT”), dajam ?asal 12 butir (b)_ : i
" menenmkanbahwa anggarandasar an‘taraiam,hmusmemuai maksud

e ;-"fi"pemnaanguundanganyangbeﬂaku.ﬁ _ o
S Kemudlan dalamPasal2d1tennﬁ{anbahwakeg1atanpcrsemanhams_ S
~ % sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertenitangan dengan -
* ' peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan atau kesusilazn
" baik. Akan tetapi, U2 PT tidak memuat ketenttan yang mengatur
" mengenai sanksi }&a&ia}mkanﬂndakandﬂuarmaksuddanmjuan
'-perseman
" Mengenai kepemmﬁan perseman, pasai 93 menenmkanbahwa Direksi
' bertanggung 3awab penub atas pengurusan perseroan untuk
) _kepmimgan dan tujuan perseroan, sedangkan Pasal 1 butir 4
mensntukan bahwa “Direksi adalah organ perseroan vang bertanggung
¥ Jawabp%nuhaias p@ncmasanperseroanunmkkepenﬁngandantmm
' -ﬂ-perseman ...... AN
' Dari rumusankaia—katayangmgunakan dalam Pasal 82 yunctc Pasal
1 butir 4 dapat disimpulkan bahwa U2 PT ‘melanjutkan pendapat
 bahwa kepentingan dan fujuan persercan merupakan batas
~ kewenangan tmdakan Direksi untuk melakukan tindakan untuk
- perseroan. ¥’

1J2 PT masih perlu membuat pengaturan mengenai hal-hal sebagai

berikut:

1. pengaturan mengenai akibat jika dilakukan tindakan yang tidak
berada dalam maksud dan tujuan perseroan;

2. pengahiran mengenai akibatjika Direksi melalokan tindakan yvang
“intra vires” teiapi tidak untuk kepentingan atau bertentangan
dengan kepentingan perseroan.

% Lihat mengenai hal ini, Soekardono 1981, halaman 145,

% Sebagai pelaksanaan keteniuan Pasal 12 butir (b)Y U2 PT, standard model akta pendirian perseroan

terbatas yang ditetapkan oleh Departemen Kehakiman, menetapkan uraisn tenfang maksud dan fmjuan

serta kegiaten usaha Persercan delam Pasal 3 anggaran dasar

Lihat : buku Keputusan Menteri Kchakiman RI Dan Contoh Akia Pendirian Perseroan Terbatas yang
diterbitkan oleh Dharma Wanita, Unit Departemen Kehakiman RI, sekitar tahun 1996,

7 Pendapat lain, dalam Misahardi 2003, halaman 268, yang menyatakan bahwa U2 PT menerima
doktrin ultra vires namun tidak secara tegas
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: :. . .Daiam ha& ini per},u dmeﬁnnbangkan kepentingan p@“usahaan
" perusaha yangteﬁtmtdaiamsmﬁxgmup/kei@mpokpmahm

_ “ 3 | pengammn mengenal pihak atau pxha};{-pzha;{ yang berhak

mmenuntut sanksi yang felah diatir;

i 4 : pﬂﬂga'&:umn mengenai perimdungan kspada mha}; ie:sti ga yang

secara n@mai/wajar tidak m@ngemiﬂm bahwa tindakan yang

o dilakalcan Direksi di Tuar makmd &aﬁ f:ujuan atau %eﬂ@n‘iamgasﬁ

dengan k&p@nﬁngan pers@man

(C} Raﬁcangan Perubahan UZPT . : : o
~RUU Pembah_an menggunakan pnnsa p p@nga‘mrm yang sama dengan

"',UQPT

30

o Dalam Paéai 3 ayat 3;(%)), Pasai @ aya‘? l(c) dan Pasa_ iSayat L, RUU

Perubahan mengharuskan anggaran dasar persercan terbatas memuat
maksud dantujuan serta kegiatan usaha Perseroan. Perbedaan dengan
UZ PT adalah bahwa dalam RUU Perubahan terdapat tambahan
perkatasn “usahs” (untuk mengacu kepadausaha yang dijalankan oleh

 perseroan yang termuat dalam angparan dasarnya),

Mengenm k@pﬁn@ngan Perseroan, Pasal 86 ayat | meneniukan bahwa
Direksi menjalankan kepengurusan perseroan untuk kepentingan dan
usaha perseroan. Kemudian, Pasal 90 ayat | meneniukan bahwa setiap

 anggota Direksi wajib dengan itikad baik, kehati-hatian dan penuh

tanggung jawab menjalankan tugas penglirusan perseroan untuk
kepentingan dan usaha perseroan. Juga dari rumusan kata-kata yang
digunakan dalam Pasal 86 ayat 1 den pasal 90 ayat 1 dapat disimpulkan
balwa U2 PT melanjutkan pendapat bahwa kepentingan dan fujuan
perseroan merupakan batas kewenangan tindakan Direksi untuk
melakukan tindakan untuk perseroan.

Menurut hemat kami, hial-hal yang belum diatur dalam U2 PT yang
diuraikan dalam nomor 1 sampai dengan 4 halaman 12butir 7(B) di
atas masih tetap relevant untuk RUT Perubzshan.

Pernbuatan RUU Perubahan merupakan suatu kesempatan untuk
mengatur hal-hal fersebut, Tanpa mengurangi pentingnya pertanyaan-
pertanyaan yang lain, mengingat balwa dalarm prakiek sering dilalaskan
pemberian jaminan (baik secara kontraktual maupun secara
kebendazn) secara “inter group”, maka untuk hal nomor 2
sangatdiharapkan diberikan “guidance” dalam RUU Perubshan! o




